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ABSTRAK

Pada waktu terjadinya pelanggaran lalu lintas selain kelengkapan surat
menyurat dalam berkendaraan polisi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap
handphone pengendara hal ini dilakukan jika pelanggar tidak memiliki dokumen-
dokumen tersebut dan tidak pula memiliki identitas diri. maka pthak kepolisian dapat
menelusuri status pelanggar dan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut dengan
melakukan pemeriksaan ponsel atau handphone, atas kemungkinan kendaraan
bermotor tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Permasalahan dalam skripsi ini bagaimanakah wewenang anggota kepolisian
melakukan  pemeriksaan handphone terhadap pengemudi yang melakukan
pelanggaran lalu lintas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan
bagaimanakah apakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran lalu
lintas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,
yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan
perundangan yang berlaku.

Hasil penelitian bahwa wewenang polisi dalam mengambil handphone pelaku
pelanggarana ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang—Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana yangt berbunyi : Dalam hal tertangkap tangan
penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai
sebagai barang bukti.

Rekomendasi kepada Polisi terus meningkatkan perannya dalam masyarakat
dan semakin menunjukkan eksistensinya dengan memberikan pengayoman vang
baikterhadap masyarakat sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang.
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BAB 1V

PENUTUP

ANesimpulan

|. Wewenang anggota kepolisian melakukan pemeriksaan handphone terhadap
pengemudi  yvang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah dalam hal
tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau
vang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau
benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

2. Faktor-faktor vang menyebabkan adanya pelanggaran lalu lintas yang terjad:
di Indonesia vaitu a) Faktor manusia, antara lain minimnya pengetahuan
mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas serta kesadaran manusia itu
sendiri. b) Faktor kendaraan yang digunakan sudah tidak layak atau melebihi
ketentuan standar. ¢) Faktor jalan, terkait panjang dan lebar jalan, kerusakan
jalan. rambu-rambu lalu lintas, sistem jaringan jalan, dan manajemen
transportasi yang tidak professional atau tidak sesuai lagi dengan tingkat
kepadatan lalu lintas dan angkutan jalan. d) Faktor lingkungan, berkenaan
dengan kondisi geografis. kontur tanah, pohon-pohonan, dan cuaca (hujan)

yang sangat mempengaruhi kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan

angkutan jalan.
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